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ABSTRAK
WINDY NAWIR MANSYUR, A311 08 285, Analisis Penerapan PSAK. No.46
pada Laporan Keuangan PT. Prima Karya Manunggal, dibimbing oleh Drs.
Blasius Mangande M.Si., Ak., CPA.(Pembimbing I) dan Drs. Muh. Ashari,
M.SA., Ak. (Pembimbing II).
Kata kunci : PSAK No. 46, Akuntansi Pajak Penghasilan, Pajak Tangguhan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Prima Karya
Manunggal telah menerapkan PSAK No. 46 dalam laporan keuangannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan
akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangannya, namun belum
sepenuhnya mengakui adanya konsekuensi atas pajak di masa yang akan datang
berupa perubahan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek.
Oleh karena itu disarankan untuk melakukan jurnal penyesuaian.
ABSTRACT
WINDY NAWIR MANSYUR, A311 08 285, Analyze Implied PSAK No. 46 in
the Financial Statement of PT. Prima Karya Manunggal, helped by Drs. Blasius
Mangande M.Si., Ak., CPA.(Pembimbing I) dan Drs. Muh. Ashari, M.SA., Ak.
(Pembimbing II).
Key Word : PSAK No. 46, Tax Accounting, Deferred Tax
Goal of this research is to figure out whether PT. Prima Karya Manunggal
have implied PSAK No. 46 in it’s financial statement.
Research showed that company have implied tax accounting in it’s
financial statement, but not fully recognize consequence of tax in the future,
which is change of long term liability that is replaced by short term liability. So
that recommended by researcher to make an adjustment.
1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 adalah standar
akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak. Karena merupakan
standar, maka PSAK No. 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan
yang telah listing, dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum
listing. Standar ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 januari 1999 bagi
perusahaan “go public”, sementara untuk perusahaan yang belum “go public”
berlaku sejak 1 januari 2001.
PSAK No. 46 mewajibkan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan
konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang dengan
menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (deferred tax) atas “future tax
effects” dengan menggunakan “balance sheet liability method” atau
“asset/liability method”. Konsekuensi yang dimaksud dapat berupa penambahan
nilai dasar pengenaan pajak di masa yang akan datang, ataupun pengurang nilai
dasar pengenaan pajak.
Perbedaan jumlah pajak yang dibebankan perusahaan dengan jumlah
yang terutang menyebabkan adanya selisih. Selisih antara biaya pajak dengan
hutang pajak ini merupakan pajak tangguhan. Jika biaya pajak lebih besar
dibandingkan dengan hutang pajak maka akan timbul hutang pajak tangguhan,
sebaliknya, jika biaya pajak lebih kecil dibandingkan dengan hutang pajak maka
2yang timbul adalah aktiva pajak tangguhan. Hal-hal mengenai pajak tangguhan
diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan untuk dihitung, dan diakui sesuai
dengan PSAK No. 46.
Pengakuan konsekuensi pajak yang bersifat wajib bagi perusahaan go
public sering kali tidak diterapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan.
Permasalahan ini seringkali timbul akibat kurangnya sosialisasi dan pembinaan
terhadap perusahaan mengenai penerapan standar ini, terutama dalam perhitungan
berapa besar pajak tangguhan yang harus diakui oleh perusahaan. Oleh karena itu,
beberapa perusahaan lebih memilih untuk tidak menerapkan standar ini pada
laporan keuangannya.
Perusahaan berpandangan bahwa jika kewajiban perusahaan terhadap
negara yang berupa pajak ini terjadi, maka setelah diakui sebagai biaya, maka
pajak tidak lagi mempengaruhi bagian laporan keuangan lainnya. Perusahaan ini
kemudian menghitung besaran biaya pajak berdasarkan laba menurut akuntansi,
sedangkan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara, yaitu hutang
pajak, dihitung berdasarkan laba menurut ketentuan undang-undang. Dengan
demikian tidak perlu diadakan pengakuan konsekuensi yang akan menambah
ataupun mengurangi DPP di masa yang akan datang.
Permasalahan demikian juga timbul pada PT. Prima Karya Manunggal,
sebagai salah satu anak perusahaan PT. Semen Tonasa, perusahaan ini adalah
satu-satunya anak perusahaan yang menerapkan PSAK No.46. meskipun telah
menerapkannya, perusahaan selalu terkendala pada pengakuan seluruh
konsekuensi perhitungan pajak terhadap laporan keuangan. Hal ini seringkali
3menyebabkan adanya perbaikan mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan
ini yang diberikan kantor akuntan yang ditunjuk untuk mengauditnya.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang :"Analisis Penerapan PSAK No. 46 terhadap Laporan
Keuangan PT. Prima Karya Manunggal”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah laporan
keuangan PT. Prima Karya Manunggal telah disusun sesuai dengan PSAK No.
46?”
1.3. Batasan Masalah
Penelitian ini hanya melibatkan setiap pos-pos dalam laporan keuangan
yang mungkin akan menjadi penyebab terjadinya penambahan ataupun
pengurangan Dasar Pengenaan Pajak di masa yang akan datang.
1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisa apakah laporan keuangan PT. Prima Karya
Manunggal telah sesuai dengan PSAK No. 46.
41.5. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Bagi penulis
Sebagai bahan perbandingan praktis antara teori yang diperoleh di
bangku kuliah dengan praktek penyelenggaraan di lapangan serta
menambah wawasan dan pengetahuan penulis.
2. Bagi perusahaan
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun
usulan kepada pihak manajemen perusahaan tentang pentingnya
penerapan PSAK No. 46, khususnya mengenai pajak tangguhan.
3. Bagi pihak luar
Sebagai referensi bagi pihak akademis maupun pihak-pihak yang akan
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama.
1.6. Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian diuraikan dalam lima
bab dengan sistematika pembahasan dan aturan-aturannya untuk memudahkan
pembaca agar lebih mudah memahami dan mengerti penelitian ini. Adapun
gambaran sistematika pembahasan secara garis besar adalah:
BAB I : Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang pelaksanaan
penelitian ini, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan
5penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika
pembahasan.
BAB II : Tinjauan Pustaka
Dalam bab ini diuraikan mengenai dasar-dasar dan konsep-
konsep yang secara teoritis berhubungan dengan penulisan
skripsi ini, yang meliputi konsep laporan keuangan,
akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, koreksi fiskal,
pajak penghasilan, dan tinjauan standar yang mengatur
akuntansi pajak penghasilan.
BAB III : Metode Penelitian
Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi
dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang
digunakan, instrument dan metode pengumpulan data, serta
metode analisis data terhadap objek penelitian.
BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum
perusahaan tempat penelitian akan dilakukan. Pada bab ini
juga akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang
dilakukan penulis.
BAB V : Kesimpulan dan Saran
Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang
diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis
6serta saran-saran implementasi maupun rekomendasi yang
dapat bermanfaat bagi pihak manajemen.
7BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Laporan Keuangan
1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan
Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
laporan keuangan adalah: “Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan
kinerja keuangan suatu entitas” (IAI 2009). Sedangkan menurut Kasmir (2008:7)
pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan
perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.
Lain halnya pengertian laporan keuangan menurut Jumingan (2008:4),
yaitu:
“Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian
banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi dan
peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan, dan diringkaskan
dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang, dan kemudian diadakan
penafsiran untuk berbagai tujuan.”
Secara singkat dijelaskan pula oleh Darsono dan Ashari (2005:4) bahwa laporan
keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang disebut siklus akuntansi.
Berdasarkan beberapa pengertian laporan keuangan diatas, dapat
disimpulkan bahwa pengertian laporan keuangan adalah catatan atas proses
akuntansi yang menyediakan informasi untuk pengguna laporan keuagan itu
sendiri.
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disebut neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas,
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2.1.2 Karakteristik Laporan Keuangan
Konsep fundamental dalam kerangka konseptual laporan keuangan
menjelaskan karakteristik kualitatif yang harus dimiliki oleh suatu laporan
keuangan yang baik. Kieso and Weygandt (1998) dalam Lesmana, Rico dan Susi I
(2001) membagi karakteristik kualitatif dalam kerangka kerja konseptual menjadi
dua, yaitu:
1. Kualitas Primer. Relevansi dan keandalan harus melekat pada
informasi akuntansi.
Relevansi. Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat
perbedaan dalam sebuah keputusan. Informasi itu harus mampu
mempengaruhi pengambilan keputusan dan berkaitan erat dengan
keputusan yang akan diambil, jika tidak, berarti informasi tersebut
dinyatakan tidak relevan. Informasi yang relevan harus memiliki nilai
umpan balik, yakni mampu membantu menjustifikasi dan mengoreksi
harapan masa lalu. Informasi juga harus memiliki nilai prediktif yakni
dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa akan
datang.
Selain itu, kualitas relevan juga harus mempunyai substansi tepat
waktu. Informasi harus disajikan kepada para pemakai sebelum
informasi itu kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan
Keandalan. Informasi dianggap andal jika dapat diverifikasi, netral,
disajikan secara tepat, serta bebas dari kesalahan dan bias
(penyimpangan). Keandalan sangat diperlukan bagi individu-individu
pemakai yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi
isi faktual dari informasi.
Keberdayaujian. Informasi harus dapat diuji kebenarannya. Dapat
diujinya kebenaran informasi akuntansi berdasar pada keobjektifan dan
consensus.
Kenetralan. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi tujuan
berbagai kelompok pemakai. Oleh karena itu harus bebas dari usaha-
usaha untuk memberikan keuntungan lebih kepada kelompok lain.
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antara fakta dan informasi yang disampaikan.
2. Kualitas Sekunder. Yang harus dimiliki informasi akuntansi adalah
keberdayabandingan, dan konsistensi.
Keberdayabandingan. Informasi akuntansi akan lebih bermanfaat jika
dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain
dalam satu industri (perbandingan horizontal) atau membandingkan
perusahaan yang sama untuk periode yang berbeda (perbandingan
vertikal). Jadi diperlukan standar dan ukuran tertentu.
Konsistensi. Sebuah entitas dikatakan konsisten dalam menggunakan
standar akuntansi apabila mengaplikasikan perlakuan akuntansi
(metode akuntansi) yang sama untuk kejadian-kejadian serupa, dari
periode ke periode.
2.2 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal
Akuntansi komersial merupakan kegiatan jasa yang berfungsi
menyajikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar
untuk pengambilan suatu keputusan ekonomis terhadap beberapa alternatif yang
tersedia.
Adapun pengertian akuntansi fiskal merupakan bagian dari akuntansi
yang berhubungan dengan penyajian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Menurut Waluyo (2000 : 45) dalam Ardha 2009 perbedaan antara
akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal antara lain sebagai berikut :
1.Dasar penyusunan
Dasar penyusunan laporan keuangan komersial adalah standar akuntansi
keuangan, sedangkan dasar peyusunan laporan keuangan fiskal adalah
standar akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan Undang–Undang
Perpajakan yang berlaku.
2.Konsep
Konsep laporan keuangan komersial terdiri dari:
a. Dasar akrual (accrual basis).   Pengaruh transaksi dan peristiwa lain
diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta
dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan.
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b. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (proper
matching cost and revenue) melibatkan pengakuan penghasilan dan
beban atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-
sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama.
c. Konservatif (conservative),  yaitu konsep  hati–hati, kemungkinan rugi
yang ditaksir sudah diakui sebagai kerugian, dengan membentuk
penyisihan (cadangan) pada akhir tahun atau dengan membuat
penyesuaian, contoh: penyisihan  kerugian piutang, penyisihan
potongan penjualan, penyisihan retur penjualan, penyisihan klaim,
penyisihan setelah biaya penjualan, penyisihan penurunan nilai surat–
surat berharga, penilaian persediaan dengan metode harga pokok dan
harga pasar mana yang lebih rendah.
d. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak
wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial.
Konsep laporan keuangan fiskal terdiri dari :
a. Akrual stelsel (stelsel accrual). Pengaruh transaksi diakui penghasilan
pada saat diperoleh penghasilan, walaupun penghasilan tersebut belum
diterima tunai, dan mengurangkannya dengan biaya–biaya pada saat
biaya tersebut terutang, walaupun biaya tersebut belum dibayar tunai.
Sebagai contoh misalnya : pengeluaran untuk suatu pembayaran
dimuka.
b. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih dan
memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan
(proper matching taxable income and deductible expense) sesuai
dengan prinsip 3M (mendapatkan, menagih dan memelihara)
penghasilan, beban (expense) yang  dapat dikurangkan atas penghasilan
kena pajak (taxable income) adalah beban yang timbul dalam
hubungannya dengan penghasilan (match and link).
c. Konservatif tidak digunakan.
d. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak
wajar  dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak digunakan
(selain bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, hanya
diperkenankan dengan metode langsung)
3.Tujuan
Tujuan laporan keuangan komersial adalah menghitung laba bersih,
mengukur kinerja, mengukur keadaan posisi keuangan, mengukur keadaan
kekayaan dan laporannya ditujukan untuk pihak ketiga dan manajemen.
Sedangkan tujuan laporan keuangan fiskal adalah menghitung besarnya
pajak yang terutang dan laporannya ditujukan kepada pihak fiskus.
4.Akibat penyimpangan
Akibat dari penyimpangan dari laporan keuangan komersial, misalnya
pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, adanya opini
yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung
dengan kreditor, investor dan pemilik perusahaan.  Sedangkan akibat
penyimpangan dari laporan keuangan fiskal adalah dikenakannya sanksi di
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bidang perpajakan antara lain  sanksi administrasi yang berupa denda,
bunga kenaikan sedangkan sanksi pidananya berupa kurungan atau
penjara.
Jika kemudian kita tinjau kembali, maka sebenarnya perbedaan laporan
keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada:
1. Perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan
Baik menurut standar akuntansi, ataupun dari sisi fiskal, penghasilan atau
pendapatan merupakan suatu kenaikan atau tambahan manfaat ekonomi
yang diperoleh suatu pihak dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal
membedakan  penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai
dengan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu:
a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan
2. Perbedaan Konsep Beban (Biaya)
Untuk konsep beban, keduanya memiliki perbedaan yang cukup
signifikan. Jika menurut standar akuntansi peristiwa yang menyebabkan
penurunan asset, terjadinya kewajiban atau penurunan ekuitas dapat
dikategorikan sebagai beban, untuk pihak fiskal membatasi peristiwa
yang diakui sebagai beban hanya dengan yang dapat dihubungkan dengan
pendapatan yang diterima, ditagih, ataupun yang diperoleh.
Perbedaan-perbedaan ini berdampak pada jumlah laba. Laba komersial
adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba komersial
dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima secara umum. Sedangkan
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Menurut UU No. 36 tahun 2008  tentang Pajak Penghasilan, ”Laba fiskal atau
penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan
perpajakan yang berlaku”. Oleh karena itu, penting untuk melakukan suatu
koreksi terhadap perhitungan laba ataupun rugi perusahaan agar sesuai dengan
peraturan perpajakan demi perhitungan beban pajak.
2.3 Koreksi Fiskal
Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba
komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan
neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes, Sukrisno dan Estralita
Trisnawati 2009: 218)
Koreksi fiskal dibutuhkan karena adanya perbedaan yaitu:
1. Beda Tetap
Suandy, Erly (2011 : 87) menyatakan bahwa:
“Perbedaan tetap/permanen (permanent differences) adalah perbedaan
yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda
dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian
hari.”.
Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu
yang diakui pada Surat Pemberitahuan tetapi tidak diakui pada laporan
keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini menyebabkan laba fiskal
berbeda dengan laba komersial.
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2. Beda waktu.
Beda waktu (timing differences) merupakan perbedaan perlakuan
akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer (Agoes, Sukrisno dan
Estralita Trisnawati 2009: 219)
Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya
ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan
perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.Perbedaan ini
mengkibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak
ke tahun pajak lainnya.
2.4 Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada
masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara
(Supramono dan Theresia 2005:20)
Menurut Judisseno, Rimsky K (2005) dalam Lesmana, Rico dan Susi I
(2001), pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan
kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan
diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam
hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus
dilaksanakannya.
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7  tahun 1991. Undang-
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Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur
mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan
badan. Diana, Anastasia (2009:163) menjelaskan bahwa pajak penghasilan
dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai Wajib Pajak (WP).
2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan
Subjek pajak penghasilan menurut Diana, Anastasia (2009:164-165)
terdiri atas:
1. Orang Pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada
di Indonesia ataupun luar Indonesia
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek
pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.
2. Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Bentuk usaha tetap
Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan
perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha
tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang
tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia.
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2.4.2 Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak Penghasilan meliputi penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun (Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati 2009: 173).
Secara garis besar, menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, Objek pajak
penghasilan meliputi :
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan perhargaan;
c. Laba usaha;
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,
dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya;
3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama
dan dalam bentuk apapun;
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4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh
hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan;
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil
usaha koperasi;
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
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l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m.Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. Premi asuransi;
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak;
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s. Surplus Bank Indonesia.
Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, ketentuan
perundang-undangan perpajakan mewajibkan Wajib Pajak melakukannya sesuai
dengan metode pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak itu sendiri,
apakah berdasarkan basis akrual atau basis kas. Pendekatan akrual mengakui
penghasilan pada saat diperoleh, sedangkan pendekatan kas mengakui penghasilan
pada saat diterima. Kedua metode ini, dalam hal tertentu akan menimbulkan
perbedaan waktu/beda waktu antara penghasilan dan beban yang diakui untuk
tujuan pelaporan keuangan kormersial yang disesuaikan dengan peraturan
perpajakan.
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2.4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Berjalan
Setiap Wajib Pajak badan dalam satu tahun berjalan akan melunasi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan dalam dua bentuk :
1. Pembayaran pajak penghasilan Pasal 25 Tahunan (PPh Pasal 25
Tahunan)
2. Pembayaran Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak
ketiga yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4
ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu :
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. Penghasilan berupa hadiah undian;
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan
saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan model ventura;
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
tanah dan/atau bangunan; dan
e. Penghasilan tertentu lainnya.
Untuk PPh Pasal 25 Tahunan, dilunasi dalam tiga cara, yakni :
1. Angsuran PPh Pasal 25
2. Pelunasan melalui pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh pihak
ketiga yang bersifat tidak final.
3. Pelunasan melalui PPh pasal 29
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2.5 Akuntansi Pajak Penghasilan
Perlakuan akuntansi mengenai pajak penghasilan diatur oleh IAI melalui
PSAK No. 46 tentang peyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan serta
pengungkapan infomasi yang relevan. Perubahan pendekatan yang dipakai oleh
Standar Akuntansi Keuangan khusunya untuk akuntansi pajak penghasilan dari
income statement approach atau deferred method menjadi balance sheet approach
atau Asset-Liability Method tidak dapat dipungkiri telah menambah kompleksitas
penghitungan pajak penghasilan (PPh) karena adanya pengakuan pajak tangguhan
pada neraca.
2.5.1 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 46
PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk
pajak penghasilan. Masalah utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak
penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada
periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut (PSAK No.
46 paragraf 2) :
a. Pemulihan nilai tercatat aktiva atau pelunasan nilai tercatat kewajiban,
sehingga menimbulkan konsekuensi untuk mengakui aktiva atau
kewajiban pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian.
b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain dalam periode berjalan
yang diakui pada laporan laba rugi dengan konsekuensinya harus
langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
c. Mengatur pangakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi
yang dikompensasikan ke tahun berikut, peyajian pajak penghasilan
pada laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang berhubungan
dengan pajak penghasilan.
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Ruang lingkup PSAK No. 46 adalah sebagai berikut (Keliat,
Margaretha,2004):
a. Mencakup perlakuan pajak penghasilan final, yang artinya bahwa
pelunasan kewajiban pajak yang telah selesai dan penghasilan yang
dikenakan pajak penghasilan tidak dapat digabungkan dengan
penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak
final. Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, penghasilan
yang telah dikenakan PPh final tidak lagi dilaporkan sebagai
penghasilan kena pajak, semua beban sehubungan dengan penghasilan
yang dikenakan PPh final tidak boleh dikurangkan. Oleh karena itu,
tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aktiva
atau kewajiban pajak tangguhan.
b. Mencakup pembatalan paragraph 77, PSAK No.16 yang menyatakan
“apabila perusahaan memilih untuk menghitung pajak menurut laba
akuntansi, selisih perhitungan tersebut dengan hutang pajak yang
dihitung (yang dihitung menurut laba kena pajak) yang disebabkan
perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan
akuntansi dengan tujuan pajak ditampung dalam perkiraan pajak
penghasilan yang ditangguhkan, dikelompokkan sebagian dari aktiva
lain-lain dan dialokasikan pada beban kena pajak penghasilan tahun-
tahun mendatang”.
Dalam PSAK No. 46 yang berkaitan dengan pelaporan Pajak Penghasilan
terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian pokok
dari istilah-istilah tersebut :
1) Pajak Tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terhutang atau
penghasilan pajak untuk periode mendatang sebagai akibat adanya
perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian.
2) Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terhutang atas penghasilan
kena pajak untuk satu periode.
3) Beban Pajak atau Penghasilan Pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan
pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi pada
satu periode.
4) Kewajiban Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terhutang
untuk periode waktu mendatang sebagai akibat adanya perbedaan
temporer kena pajak.
5) Aktiva Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan
pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang
boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
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6) Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau
kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP-nya). Perbedaan
temporer dapat berupa :
a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan
temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan
dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai
tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut
dilunasi.
b. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang
menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba
fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan
atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.
Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya
aktiva pajak tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh Wajib
Pajak dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa yang akan
datang. Sedangkan perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan
kewajiban pajak tangguhan pada periode terjadinya beda waktu atau beda
temporer, karena terdapat kewajiban pajak penghasilan pada periode yang
akan datang.
2.5.2 Pengakuan dalam PSAK No. 46
Penyebab terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu adalah adanya
perbedaan dasar pengukuran dan pengakuan aktiva dan kewajiban untuk tujuan
perhitungan penghasilan kena pajak dan untuk tujuan perhitungan laba rugi
komersial. Istilah Dasar Pengenaan Pajak atau DPP digunakan untuk menyatakan
dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan
sedangkan istilah nilai tercatat digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran
aktiva dan kewajiban berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.
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Definisi DPP aktiva adalah jumlah yang dapat diperkurangkan, untuk
tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan
diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila
manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP
aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Sedangkan DPP kewajiban adalah
nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan
pada masa depan. (Keliat, Margaretha. 2004)
2.5.2.1 Pengakuan Aktiva Pajak Kini dan Kewajiban Pajak Kini
Jumlah pajak kini yang belum dibayar haruslah diakui sebagai kewajiban
pajak kini. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan
periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terhutang untuk periode-
periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aktiva pajak kini.
2.5.2.2 Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak
Tangguhan
Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan
pada periode mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang
boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (IAI 2009). Aktiva pajak
tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan,
sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal
pada masa yang akan datang, kecuali yang timbul dari :
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1) Goodwill negative yang diakui sebagai pendapatan tangguhan dari
penggabungan usaha,
2) Pangakuan awal aktiva dan kewajiban dari suatu transaksi yang bukan
transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba
komersial dan laba fiskal.
Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang
terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer
kena pajak, kecuali yang timbul dari :
1. Goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan
fiskal
2. Pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang
bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba
komersial dan laba fiskal.
2.5.2.3 Pengakuan Saldo Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi
Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak
tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan
datang memadai untuk dikompensasi. Namun perlu diketahui, apabila laba fiskal
tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat
dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva
pajak tangguhan tidak diakui.
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2.5.2.4 Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan
Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban
pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang
berasal dari (IAI 2009) :
a. Transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan
ke ekuitas pada periode yang sama atau periode yang berbeda, atau
b. Penggabungan usaha yang secara substansi adalah akuisisi.
Pajak kini dan pajak tangguhan harus langsung dibebankan atau
dikreditkan ke ekuitas apabila pajak tersebut berhubungan dengan transaksi yang
langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas.
2.5.3 Penyajian Perkiraan-perkiraan Menurut PSAK No. 46
a. Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak
Aktiva dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan
kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan
kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini dan
kewajiban pajak kini. Apabila dalam laporan keuangan, aktiva dan
kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak
lancar maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan
sebagai aktiva (kewajiban) lancar.
b. Saling Menghapuskan (offset)
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PSAK No. 46 tidak menyatakan secara tegas mengenai aktiva pajak
tangguhan boleh atau harus dikompensasi (offset) dengan kewajiban
pajak tangguhan dalam penyajian neraca. PSAK No. 46 menyatakan
bahwa aktiva pajak kini harus dikompensasi (offset) dengan kewajiban
pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca.
c. Beban Pajak
Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi
dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.
d. Pajak Penghasilan Final
Apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan
pajak penghasilan final berbeda dari DPP-nya, maka perbedaan
tersebut tidak diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan.
Atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak
diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut
akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah
pajak penghasilan final yang terhutang dengan jumlah yang
dibebankan sebagai beban pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui
sebagai Pajak Penghasilan Final Dibayar Dimuka dan Pajak
Penghasilan Final yang Masih Harus Dibayar. Perkiraan pajak
penghasilan final dibayar dimuka disajikan secara terpisah dari pajak
penghasilan final yang masih harus dibayar.
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2.5.4 Pengungkapan dalam PSAK No. 46
Hal-hal berikut ini harus diungkapkan :
a. Unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak
b. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-
transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas
c. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang
diakui pada periode berjalan
d. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan
laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini: (i)
rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian
laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan
dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; atau (ii) rekonsiliasi antara
tarif pajak efektif rata-rata (average effective tax rate) dan tarif pajak
yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak
yang berlaku
e. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan
perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi
sebelumnya
f. Jumlah (dan Batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer
yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke
tahun berikut, yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada
neraca
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g. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok
rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut : (i) jumlah aktiva dan
kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap
periode penyajian; (ii) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan
yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat
dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang
diakui pada neraca
h. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari : (i)
keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan (ii) laba atau
rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode
pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang
disajikan pada laporan keuangan.
2.5.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Tangguhan
Pajak penghasilan tangguhan dapat dihitung dengan cara mengalikan beda
waktu yang terjadi dengan tarif pajak yang berlaku pada saat aktiva dipulihkan
atau kewajiban dilunasi. Biasanya, tarif yang digunakan adalah tarif PPh tertinggi
yaitu 30%, walaupun tarif sebenarnya bersifat progresif.
Apabila pada tahun yang bersangkutan terjadi rugi fiskal, maka pajak
penghasilan tangguhan dapat dihitung dengan cara yang sama, yaitu tarif efektif
rata-rata, jika asumsinya 30%, maka 30% dikalikan dengan saldo rugi yang
terjadi.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskriptif comparative berupa studi kasus yang
bertujuan untuk menjelaskan penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan mengenai
Pajak Tangguhan yang dikaitkan dengan PSAK No. 46.
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada perusahaan manufaktur yang bergerak
dibidang pengemasan semen yang berlokasi di pangkep (Sulawesi Selatan), yaitu
PT. Prima Karya Manunggal. Untuk waktu penelitian akan dilaksanakan pada
bulan April 2012 sampai Juni 2012.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Data kualitatif , yaitu terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya
deskriptif, berupa gambaran umum PT. Prima Karya Manunggal serta
struktur organisasi di dalamnya.
b. Data kuntitatif, yaitu terdiri dari data berupa angka-angka seperti laporan
keuangan perusahaan PT. Prima Karya Manunggal yang terdiri dari
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laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi fiskal, serta jumlah PPh
terhutangnya.
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data
sekunder.
a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat
penelitian melalui metode pengamatan dan wawancara langsung kepada
pihak atau bagian yang terkait dengan data-data yang ada, khususnya pada
Tax and Accounting Staff.
b. Sumber data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada,
baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut
dengan objek penelitian.
3.4 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Penelitian Lapangan
a. Wawancara, yaitu melakukan kegiatan tanya jawab dengan pimpinan
dan karyawan perusahaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan
penelitian ini.
b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek
penelitian, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
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2. Studi Kepustakaan
Data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi
literatur,  jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya
yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai
landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.
3. Mengakses Website dan Situs-situs terkait
Website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan
dengan masalah tersebut.
3.5 Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
analisis deskriptif comparative . Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail
tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam peyajian laporan keuangan,
peyajian pajak kini, dan peyajian pajak tangguhan. Komparatif yaitu
membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 46
khususnya mengenai pajak tangguhan.
Data yang diperoleh dari perusahaan akan dianalisis sesuai dengan tujuan
peneliti, yaitu :
a. Laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi fiskal sehingga
diketahui besarnya pajak penghasilan.
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b. Menganalisis akun-akun neraca yang menunjukkan perbedaan pengakuan
penghasilan dan/atau beban menurut peraturan perpajakan dengan
perusahaan.
c. Menghitung beda waktu, yang dapat berupa perbedaan temporer kena
pajak yang menghasilkan kewajiban pajak tangguhan dan perbedaan
temporer yang boleh dikurangkan yang menghasilkan aktiva pajak
tangguhan.
d. Membuat penyesuaian dan perhitungan pajak penghasilan tangguhan
sesuai dengan PSAK No. 46.
e. Membuat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan sehubungan dengan adanya
pengakuan pajak tangguhan.
32
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Perusahaan
Perusahaan dengan nama PT. Prima Karya Manunggal merupakan salah satu
anak perusahaan PT. Semen Tonasa. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 19 April
1982, dengan nama PT. Purna Karya Manunggal, kemudian pada tanggal 7 Maret
1998, nama perusahaan berubah menjadi PT. Prima Karya Manunggal.
PT. Prima Karya Manunggal merupakan perusahaan dengan banyak bidang
usaha, yaitu:
a. Melakukan usaha perdagangan secara lokal, antar pulau, ekspor, dan impor;
b. Melakukan usaha dalam  bidang transportasi;
c. Melakukan usaha dalam bidang industri, antara lain membuka perbengkelan,
pertukangan, dan kerajinan industri;
d. Melakukan usaha dalam bidang pembangunan umum sebagai kontraktor
pelaksana, serta segala usaha yang bertalian dengan pekerjaan bangunan;
e. Melakukan usaha dalam pembangunan perumahan (real estate);
f. Melakukan usaha dalam bidang pertambangan dan eksplorasi;
g. Melakukan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan
darat/laut, pertambakan dan pengelolaan hasil-hasil bumi, hutan, dan laut;
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h. Melakukan usaha dalam bidang pemberian jasa kecuali jasa dalam bidang hokum.
Secara spesifik, jenis aktivitas perusahaan adalah:
a. Produksi : Ready Mix;
b. Perdagangan : Semen
c. Jasa meliputi:
Cleaning service
Pengelolaan depot
Transportasi (pengangkutan semen, batu bara, tanah liat, fly ash, solar, dan lain-
lain)
d. Produksi dan jasa:
Tambang : batu, pasir, kerikil silika, dan lain-lain
Sipil : membangun dan kontraktor
Work shop : pabrikasi dan konstuksi plate, pengerjaan mesin, dan konstruksi
Menyewakan crusher dan alat berat
4.1.1. Susunan Kepengurusan dan Modal Saham
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
Prima Karya Manunggal tanggal 18 Oktober 2010 ditetapkan susunan
pengurus perusahaan sebagai berikut:
a. Komisaris Perseroan:
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Drs. H. M. Yusuf Ashad, MBA. (Komisaris Utama)
Ir. H. Mahyunir Sudarma, MBA. (Komisaris)
H. Lukman, S.E., MM. (Komisaris)
b. Direksi Perseroan:
H. Andi Ilyas Manggabarani, S.E., MM. (Direktur Utama)
Philipus Pakaang, S.E., MM. (Direktur Komersial)
Ir. A. Iman Setiawan Tunru. (Direktur Operasi)
c. Sekretaris Dewan Komisaris:
Drs. Dede Hasan Soleh, MM. (Sekretaris Dekom)
Berdasarkan akte perubahan nomor 16 tanggal 7 Maret 1998, modal
dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah),
terbagi dalam 5.000 (lima ribu) lembar saham @ Rp. 1.000.000 (satu juta
rupiah), seluruhnya telah disetor. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010,
modal saham menjadi Rp. 5.668.738.349, 45 (lima milyar enam ratus enam
puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh
sembilan rupiah empat puluh lima sen) dan tambahannya sebesar Rp 668.
738. 349, 45 (enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh
delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah empat puluh lima sen)
belum dibuatkan akte notaris.
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4.1.2. Kebijaksanaan Akuntansi
Beberapa kebijaksanaan akuntansi yang berpengaruh dalam penyusunan
laporan keuangan perusahaan adalah sebagai berikut:
a. Penyajian laporan keuangan
Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan konsep biaya
perolehan dan disajikan sesuai periode akuntansi yang bersangkutan, dan
merupakan tanggung jawab manajemen.
b. Piutang usaha
Pada setiap akhir periode dilakukan evaluasi terhadap piutang usaha.
Suatu piutang usaha digolongkan sebagai piutang ragu-ragu berdasarkan
penelaahan kondisi masing-masing debitur. Perusahaan telah membentuk
cadangan kerugian piutang untuk piutang yang kemungkinan tidak
tertagih. Perhitungan cadangan kerugian piutang didasarkan pada umur
piutang sebagai berikut:
Umur piutang 0 s/d 45 hari : 1%
Umur piutang 46 s/d 90 hari : 5 %
Umur piutang 91 s/d 360 hari : 10 %
Umur piutang 361 s/d 1000 hari : 15%
Umur piutang >1000 hari : 40%
Piutang ragu-ragu : 100%
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c. Persediaan
Perusahaan mencatat persediaan sesuai dengan harga yang terjadi saat
transaksi dengan membebankan semua biaya perolehan persediaan
sebagai nilai persediaan, sedang pengeluaran persediaan menggunakan
metode rata-rata.
d. Aktiva tetap
Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, dan disusutkan
berdasarkan taksiran masa manfaat dengan metode :
a) Garis lurus untuk:
Bangunan selama 20 tahun atau 5%
Kendaraan, pengadaan 2006 keatas selama 8 tahun atau 12,5 %
Inventaris, pengadaan 2006 keatas selama 4 tahun atau 25 %
b) Saldo menurun untuk:
Mesin dan perlengkapan, selama 4 dan 8 tahun atau 50% dan 25%
Kendaraan dan perlengkapan, selama 4 dan 8 tahun atau 50% dan
25%
Alat berat dan perlengakpan, selama 8 tahun atau 25%
Inventaris kantor, selama 4 dan 8 tahun atau 50% dan 25%
Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan dalam jumlah kecil diakui
sebagai biaya pada saat terjadinya dan dibebankan pada rugi laba periode
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yang bersangkutan, sedang pengeluaran untuk perbaikan dalam jumlah
besar yang akan memperpanjang umur aktiva yang bersangkutan
dikapitalisasikan asebagai tambahan nilai aktiva untuk selanjutnya
diamortisasi.
e. Imbalan kerja dan pajak tangguhan
Mengenai PSAK No. 24 tentang akuntansi dan pengungkapan imbalan
kerja dan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak tangguhan, perusahaan
telah menghitung dan mencadangkan imbalan kerja dan pajak tangguhan
tersebut.
4.2 Analisis Data
4.2.1. Penerapan PSAK No. 46 pada PT. Prima Karya Manunggal
Untuk menerapkan PSAK No. 46, perusahaan seharusnya mengakui
seluruh konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang.
Tanggung jawab pengakuan konsekuensi pajak dapat dilakukan dengan
menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (deferred tax) atas
“future tax effects” dengan menggunakan “balance sheet liability method”
atau “asset/liability method”.
PT. Prima Karya Manunggal telah menerapkan standar akuntansi
mengenai akuntansi pajak penghasilan. Perlakuan akuntansi yang dilakukan
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oleh perusahaan ini dalam mengakui konsekuensi perhitungan pajak adalah
sebagai berikut:
1. Menentukan aktifa pajak tangguhan, perusahaan menentukan selisih
sementara antara perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan
perhitungan yang dilakukan pihak fiskus, hal ini dilakukan dengan
membandingkan neraca menurut perusahaan dengan neraca menurut
peraturan perpajakan (balance sheet liability method);
2. Menghitung laba fiskal dan hutang pajak, laba fiskal didapatkan dari
perhitungan koreksi fiskal yang telah perusahaan lakukan sebelumnya,
dengan demikian kemudian diketahuilah utang pajak kini perusahaan;
3. Menghitung laba komersial, laba komersial dihitung setelah
mengurangkan dan/atau menambahkan saldo laba tahun berjalan di
neraca dengan biaya yang tidak sesuai perhitungan pajak. Setelah itu
dikurangkan dengan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan
sehingga didapatkan laba komersial bersih;
4. Menghitung hutang pajak yang masih harus dibayar, karena adanya
uang muka PPh yang dibayar perusahaan tiap bulannya (PPh 25 masa),
maka total pajak yang harus dibayarkan tidak sebesar utang pajak yang
telah dihitung sebelumnya. Beban pajak yang wajib dibayar sebelum
39
bulan april (PPh pasal 29) dapat dihitung dengan mengurangkan beban
pajak kini dengan uang muka PPh 25.
Berikut ini akan ditampilkan laporan neraca dari PT. Prima Karya
Manunggal untuk tahun 2009 dan 2010.
PT. PRIMA KARYA MANUNGGAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
KETERANGAN 2010 2009 KET
AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas Rp               675.158.290,86 Rp               611.600.062,36
Bank Rp            1.948.505.267,01 Rp            2.336.542.129,20
Deposito Rp            1.425.000.000,00 Rp               379.700.000,00
Piutang Dagang Rp          45.404.767.820,27 Rp          35.514.096.442,26
Piutang Karyawan Rp               318.110.714,37 Rp               428.125.864,37
Cadangan Kerugian Piutang Rp          (5.348.300.126,63) Rp          (4.793.297.385,15) (2)
Persedian Rp            5.876.754.868,24 Rp            8.797.164.320,47
Pekerjaan dalam Pelaksanaan Rp                   5.949.500,00 Rp -
Pembayaran Dimuka Rp            2.213.017.296,62 Rp            1.618.532.212,22
Biaya Dibayar Dimuka Rp               548.239.384,33 Rp            1.022.667.194,74
Pajak Dibayar Di Muka Rp            3.614.810.904,98 Rp            1.604.388.665,20
Jumlah AKTIVA LANCAR Rp          56.682.013.920,05 Rp          47.519.519.505,67
Investasi Jangka Panjang
Pernyataan Modal Rp            1.201.000.000,00 Rp            1.200.000.000,00
Jumlah INVESTASI JANGKA PANJANG Rp            1.201.000.000,00 Rp            1.200.000.000,00
Aktiva Tetap
Bangunan Rp            1.376.709.654,37 Rp            1.512.279.898,54
Harga Perolehan Bangunan Rp            2.710.803.674,79 Rp            2.710.803.674,79
Akum. Peny. Bangunan Rp            1.334.094.020,42 Rp            1.198.523.776,25 (3)
Mesin & Peralatan Rp            2.448.549.806,73 Rp            2.658.465.114,63
HP Mesin & Peralatan Rp            5.403.944.008,14 Rp            5.236.149.008,14
Akum. Peny. Mesin & Peralatan Rp            2.955.394.201,41 Rp            2.577.683.893,51 (3)
40
Kendaraan Rp            5.932.496.771,68 Rp            5.312.284.004,48
HP Kendaraan Rp          36.380.934.601,75 Rp          35.635.968.945,83
Akum. Peny. Kendaraan Rp          30.448.437.830,07 Rp          30.323.684.941,35 (3)
Alat berat Rp            1.068.542.163,15 Rp            1.233.692.998,34
HP Alat Berat Rp            5.360.067.710,00 Rp            5.360.067.710,00
Akum. Peny. Alat Berat Rp 4.291.525.546,85 Rp            4.126.374.711,66 (3)
Alat Kerja Rp                 36.730.096,01 Rp                 26.724.169,63
HP Alat Kerja Rp               204.920.261,18 Rp               183.740.943,00
Akum. Peny. Alat Kerja Rp               168.190.165,17 Rp               157.016.773,37 (3)
Inventaris Kantor Rp               112.207.735,41 Rp               155.850.656,81
HP Inventaris Kapal Rp            1.214.854.921,85 Rp            1.187.044.921,85
Akum. Peny. Inventaris Kapal Rp            1.102.647.186,44 Rp            1.031.194.265,04 (3)
Jumlah AKTIVA TETAP Rp          10.975.236.227,35 Rp          10.899.296.842,43
Aktiva Lain-Lain
Aktiva Pajak Tangguhan Rp            3.286.025.885,56 Rp            3.506.004.680,96 (4)
Hak Guna Rp                 36.209.500,00 Rp                 52.434.500,00
Jumlah AKTIVA LAIN-LAIN Rp            3.322.235.385,56 Rp            3.558.439.180,96
JUMLAH AKTIVA Rp          72.180.485.532,96 Rp          63.177.255.529,06
KEWAJIBAN
Kewajiban Lancar
Hutang Dagang Rp          27.330.176.036,69 Rp          22.836.494.463,26
Hutang Pajak Rp            4.369.248.064,87 Rp            2.231.555.954,09
Biaya yang Masih Harus Dibayar Rp 11.000.366.252,27 Rp          10.849.714.360,77
Pendapatan Diterima Di Muka Rp               807.107.994,85 Rp            1.976.216.827,44
Hutang Dividen Rp               616.210.660,38 Rp                                 0,38
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA LANCAR Rp 44.123.109.009,06 Rp          37.893.981.605,94
Kewajiban Jangka Panjang
Hutang Bank Rp            6.996.005.192,00 Rp            8.016.302.288,00
Kewajiban Manfaat Karyawan Rp 7.927.098.351,92 Rp            7.692.520.656,00 (1)
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Rp 14.923.103.543,92 Rp          15.708.822.944,00
EKUITAS
Modal Saham Rp            5.668.738.349,45 Rp            5.668.738.349,45
Laba (Rugi) Ditahan Rp            2.668.448.195,67 Rp          (1.047.345.110,10)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Rp            4.797.086.434,86 Rp            4.953.057.739,77
Jumlah EKUITAS Rp          13.134.272.979,98 Rp            9.574.450.979,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp          72.180.485.532,96 Rp          63.177.255.529,06
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(1) Kewajiban manfaat karyawan adalah saldo pencadangan untuk imbalan paska
kerja karyawan yang dihitung sebesar 18 kali penghasilan karyawan sebagai
pesangon, termasuk juga penghargaan yang dihitung berdasarkan masa kerja
karyawan. Namun bagi peraturan perpajakan yang tidak mengakui konsep
konservatisme, maka imbalan paska kerja karyawan hanya akan dibebankan saat
telah dibayarkan. Oleh karena itu, kewajiban ini tidak diakui oleh pajak dan
menimbulkan perbedaan sementara.
(2) Perusahaan mencadangkan kerugian piutang yang mungkin diperoleh perusahaan
akibat tidak tertagihnya piutang. Hal ini tidak diakui oleh pajak.
(3) Total beban penyusutan dihitung berdasarkan estimasi yang dilakukan
perusahaan memiliki beberapa perbedaan dengan aturan perpajakan, sehingga
saat rekonsiliasi fiskal terdapat selisih penyusutan yang boleh diakui perusahaan
berdasarkan peraturan perpajakan.
(4) Ketiga hal sebelumnya, kewajiban manfaat karyawan, cadangan kerugian piutang
dan selisih pembebanan penyusutan merupakan total perbedaan sementara antara
peraturan perpajakan dengan estimasi perusahaan. Total perbedaan ini kemudian
dikalikan 25% untuk tahun 2010 (setelah 2009, aktiva pajak tangguhan tidak lagi
28% dari total perbedaan).
Kewajiban manfaat karyawan Rp 7.793.495.938,60
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Cadangan kerugian piutang 5.348.300.126,63
Selisih penyusutan 2.307.477,00
Total perbedaan Rp    13.144.103.542,23
Aktiva pajak tangguhan(25% x 13.144.103.542,23) Rp       3.286.025.885,56
Aktiva pajak tangguhan 2009 3.506.004.680,96
Turun Rp          219.978.795,40
Jurnal
Beban pajak tangguhan Rp          219.978.795,40
Aktiva pajak tangguhan Rp          219.978.795,40
Sesuai dengan tahapan  penerapan PSAK No. 46 yang dijalankan
perusahaan, langkah selanjutnya menghitung laba fiskal dan hutang pajak
kini. Hal ini dapat dilihat dari laporan koreksi fiskal perusahaan yang
menampakkan:
Laba komersial Rp 6.908.848.730,26
Koreksi fiskal:
Biaya paska kerja Rp           435.648.424,60
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Kerugian piutang Rp           555.002.741,48
Selisih penyusutan Rp               2.307.477,00
Rp           992.958.643,08
Pembayaran biaya paska kerja Rp          (334.673.142,00)
Jumlah koreksi fiskal Rp                658.285.501,08
Laba Fiskal Rp             7.567.134.231,34
Pajak (PPh 29) 25% x 7.567.134.000,00 Rp             1.891.783.500,00
Jurnal
Beban pajak kini Rp. 1.891.783.500,00
Aktiva pajak kini Rp. 1.891.783.500,00
Laba komersial diatas dihitung dengan menambah dan/atau
mengurangkan saldo laba tahun berjalan seperti berikut ini:
Saldo laba tahun berjalan (neraca) Rp           7.234.867.989,44
Biaya kerugian piutang (555.002.741,48)
kelebihan pengakuan biaya paska kerja 228.983.482,30
sisa laba komersial Rp           6.908.848.730,26
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Berdasarkan perhitungan beban pajak kini, maka dapat diketahui hutang
pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan dengan mengurangkannya
dengan PPh 25 masa yang telah dibayar sebelumnya, sehingga:
Hutang pajak (PPh 29) Rp           1.891.783.500,00
PPh 25 dibayar di muka (1.266.280.132,56)
Hutang PPh yang masih harus dibayar Rp             625.503.367,44
4.2.2. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan menurut PSAK No. 46
PSAK No. 46 adalah standar akuntansi yang mewajibkan perusahaan
untuk mengakui adanya konsekuensi pajak periode saat ini dan yang akan
datang. Berdasarkan hal tersebut, maka  penerapan PSAK No. 46 yang
dilakukan oleh PT. Prima Karya Manunggal belum sepenuhnya menerapkan
standar ini.
Dalam rangka mengakui konsekuensi pajak atas masa yang akan datang
kelebihan atas pengakuan biaya paska kerja seharusnya dikurangkan dalam
laporan keuangan perusahaan. Jika sebelumnya perusahaan mengakui biaya
paska kerja sebesar Rp. 664.631.906,90, setelah dilakukan perhitungan yang
tepat, biaya paska kerja hanyalah sebesar Rp. 435.648.424,60, selisih lebih
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pengakuan akan dibayarkan di tahun berikutnya. Kelebihan pengakuan beban
akibat perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan ini tentunya akan
menjadi kewajiban jangka pendek perusahaan, dengan kata lain, kewajiban
yang sebelumnya diakui sebagai kewajiban jangka panjang harus diakui
sebagai kewajiban jangka pendek. Oleh karena itu perlu dilakukan jurnal
penyesuaian seperti berikut ini:
Jurnal
Kewajiban Manfaat Karyawan Rp. 133.602.413,32
Biaya yang masih harus dibayar Rp. 133.602.413,32
Nilai ini didapatkan dari:
Kewajiban manfaat karyawan (neraca) Rp           8.156.081.833,92
Kelebihan biaya paska kerja Rp            (228.983.482,00)
Saldo Rp           7.927.098.351,92
Kewajiban manfaat karyawan (pajak) Rp           7.793.495.938,60
Selisih Rp              133.602.413,32
Pengakuan kelebihan pembebanan biaya paska kerja, maka kewajiban
manfaat karyawan haruslah diubah menjadi biaya yang masih harus dibayar
sebesar selisih pengakuan kewajiban manfaat karyawan menurut perpajakan.
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Dengan demikian, penetapan akuntansi pajak penghasilan pada PT.
Prima Karya Manunggal adalah sebagai berikut:
1. Aktiva pajak tangguhan
Kewajiban manfaat karyawan Rp      7.793.495.938,60
Cadangan kerugian piutang 5.348.300.126,63
Selisih penyusutan 2.307.477,00
Total perbedaan Rp    13.144.103.542,23
Aktiva pajak tangguhan(25% x 13.144.103.542,23) Rp       3.286.025.885,56
Aktiva pajak tangguhan 2009 3.506.004.680,96
Turun Rp          219.978.795,40
Jurnal
Beban pajak tangguhan Rp          219.978.795,40
Aktiva pajak tangguhan Rp          219.978.795,40
2. Koreksi Fiskal
Laba komersial Rp             6.908.848.730,26
Koreksi fiskal:
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Biaya paska kerja Rp           435.648.424,60
Kerugian piutang Rp           555.002.741,48
Selisih penyusutan Rp               2.307.477,00
Rp           992.958.643,08
Pembayaran biaya paska kerja Rp (334.673.142,00)
Jumlah koreksi fiskal Rp                658.285.501,08
Laba Fiskal Rp             7.567.134.231,34
Pajak (PPh 29) 25% x 7.567.134.000 Rp             1.891.783.500,00
Jurnal
Beban pajak kini Rp 1.891.783.500,00
Hutang pajak kini Rp 1.891.783.500,00
3. Laba Bersih
Laba sebelum pajak Rp           6.908.848.730,26
Beban pajak kini Rp      1.891.783.500,00
Beban pajak tangguhan Rp         219.978.795,40
Rp         (2.111.762.295,40)
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Laba bersih Rp           4.797.086.434,86
4. Hutang pajak kini
Hutang pajak (PPh 29) Rp           1.891.783.500,00
PPh 25 dibayar di muka (1.266.280.132,56)
Hutang PPh yang masih harus dibayar Rp             625.503.367,44
5. Perhitungan laba komersial
Saldo laba tahun berjalan (neraca) Rp           7.234.867.989,44
Biaya kerugian piutang (555.002.741,48)
kelebihan pengakuan biaya paska kerja 228.983.482,30
sisa laba komersial Rp           6.908.848.730,26
6. Kelebihan biaya paska kerja
Pembebanan sesuai gaji 31 Desember 2010 Rp              664.631.906,90
Biaya paska kerja sesuai perhitungan Rp              435.648.424,60
Kelebihan pembebanan biaya paska kerja Rp              228.983.482,30
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7. penyusutan
Penyusutan Komersil Rp           1.823.344.933,00
Penyusutan Fiskal Rp           1.821.037.456,00
Selisih Rp                  2.307.477,00
8. Kewajiban manfaat karyawan
Kewajiban manfaat karyawan (neraca) Rp           8.156.081.833,92
Kelebihan biaya paska kerja Rp            (228.983.482,00)
Saldo Rp           7.927.098.351,92
Kewajiban manfaat karyawan (pajak) Rp           7.793.495.938,60
Selisih Rp              133.602.413,32
Jurnal
Kewajiban Manfaat Karyawan (a) Rp. 133.602.413,32
Biaya yang masih harus dibayar (a) Rp. 133.602.413,32
Setelah mengakui selisih pengakuan kewajiban manfaat karyawan
sebagai pengurang dari akun tersebut, maka posisi keuangan PT. Prima
Karya Manunggal adalah sebagai berikut:
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PT. PRIMA KARYA MANUNGGAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
KETERANGAN 2010 2009 KET
AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas Rp               675.158.290,86 Rp               611.600.062,36
Bank Rp            1.948.505.267,01 Rp            2.336.542.129,20
Deposito Rp            1.425.000.000,00 Rp               379.700.000,00
Piutang Dagang Rp          45.404.767.820,27 Rp          35.514.096.442,26
Piutang Karyawan Rp               318.110.714,37 Rp               428.125.864,37
Cadangan Kerugian Piutang Rp          (5.348.300.126,63) Rp          (4.793.297.385,15)
Persedian Rp            5.876.754.868,24 Rp            8.797.164.320,47
Pekerjaan dalam Pelaksanaan Rp                   5.949.500,00 Rp -
Pembayaran Dimuka Rp            2.213.017.296,62 Rp            1.618.532.212,22
Biaya Dibayar Dimuka Rp               548.239.384,33 Rp            1.022.667.194,74
Pajak Dibayar Di Muka Rp            3.614.810.904,98 Rp            1.604.388.665,20
Jumlah AKTIVA LANCAR Rp          56.682.013.920,05 Rp          47.519.519.505,67
Investasi Jangka Panjang
Pernyataan Modal Rp            1.201.000.000,00 Rp            1.200.000.000,00
Jumlah INVESTASI JANGKA PANJANG Rp            1.201.000.000,00 Rp            1.200.000.000,00
Aktiva Tetap
Bangunan Rp            1.376.709.654,37 Rp            1.512.279.898,54
Harga Perolehan Bangunan Rp            2.710.803.674,79 Rp            2.710.803.674,79
Akum. Peny. Bangunan Rp            1.334.094.020,42 Rp            1.198.523.776,25
Mesin & Peralatan Rp            2.448.549.806,73 Rp            2.658.465.114,63
HP Mesin & Peralatan Rp            5.403.944.008,14 Rp            5.236.149.008,14
Akum. Peny. Mesin & Peralatan Rp            2.955.394.201,41 Rp            2.577.683.893,51
Kendaraan Rp            5.932.496.771,68 Rp            5.312.284.004,48
HP Kendaraan Rp          36.380.934.601,75 Rp          35.635.968.945,83
Akum. Peny. Kendaraan Rp          30.448.437.830,07 Rp          30.323.684.941,35
Alat berat Rp            1.068.542.163,15 Rp            1.233.692.998,34
HP Alat Berat Rp            5.360.067.710,00 Rp            5.360.067.710,00
Akum. Peny. Alat Berat Rp            4.291.525.546,85 Rp            4.126.374.711,66
Alat Kerja Rp                 36.730.096,01 Rp                 26.724.169,63
HP Alat Kerja Rp               204.920.261,18 Rp               183.740.943,00
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Akum. Peny. Alat Kerja Rp               168.190.165,17 Rp               157.016.773,37
Inventaris Kantor Rp               112.207.735,41 Rp               155.850.656,81
HP Inventaris Kapal Rp            1.214.854.921,85 Rp            1.187.044.921,85
Akum. Peny. Inventaris Kapal Rp            1.102.647.186,44 Rp            1.031.194.265,04
Jumlah AKTIVA TETAP Rp          10.975.236.227,35 Rp          10.899.296.842,43
Aktiva Lain-Lain
Aktiva Pajak Tangguhan Rp            3.286.025.885,56 Rp            3.506.004.680,96
Hak Guna Rp                 36.209.500,00 Rp                 52.434.500,00
Jumlah AKTIVA LAIN-LAIN Rp            3.322.235.385,56 Rp            3.558.439.180,96
JUMLAH AKTIVA Rp          72.180.485.532,96 Rp          63.177.255.529,06
KEWAJIBAN
Kewajiban Lancar
Hutang Dagang Rp          27.330.176.036,69 Rp          22.836.494.463,26
Hutang Pajak Rp            4.369.248.064,87 Rp            2.231.555.954,09
Biaya yang Masih Harus Dibayar Rp          11.133.968.665,59 Rp          10.849.714.360,77 (a)
Pendapatan Diterima Di Muka Rp               807.107.994,85 Rp            1.976.216.827,44
Hutang Dividen Rp               616.210.660,38 Rp                                 0,38
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA LANCAR Rp          44.256.711.422,38 Rp          37.893.981.605,94
Kewajiban Jangka Panjang
Hutang Bank Rp            6.996.005.192,00 Rp            8.016.302.288,00
Kewajiban Manfaat Karyawan Rp            7.793.495.938,60 Rp            7.692.520.656,00 (a)
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Rp          14.789.501.130,60 Rp          15.708.822.944,00
EKUITAS
Modal Saham Rp            5.668.738.349,45 Rp            5.668.738.349,45
Laba (Rugi) Ditahan Rp            2.668.448.195,67 Rp          (1.047.345.110,10)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Rp            4.797.086.434,86 Rp            4.953.057.739,77
Jumlah EKUITAS Rp          13.134.272.979,98 Rp            9.574.450.979,12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp          72.180.485.532,96 Rp          63.177.255.529,06
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari penelitian pada PT. Prima Karya Manunggal
adalah sebagai berikut:
1. PT. Prima Karya Manunggal merupakan anak perusahaan PT. Semen
Tonasa yang telah menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya;
2. Perlakuan akuntansi yang dilakukan PT. Prima Karya Manunggal belum
sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak sebagaimana distandarkan dalam
PSAK No. 46. Hal ini terbukti dengan tidak terdapatnya pengakuan akan
pengurangan kewajiban jangka panjang perusahaan yang berupa kewajiban
manfaat karyawan yang kemudian seharusnya digantikan dengan kewajiban
lancar perusahaan.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil analisis, perusahaan disarankan untuk:
1. Melakukan jurnal penyesuaian dalam rangka mengakui konsekuensi
perhitungan perpajakan;
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2. Untuk selanjutnya, perusahaan harus benar-benar memperhatikan setiap
dampak dari perhitungan perpajakan tidak hanya pada laporan laba rugi,
tetapi juga dalam pengakuan di laporan posisi keuangan
